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ABSTRAK

lis Juliana, (2022) : PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
NEGERI SIPIL BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2002 PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa masalah dalam
pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Badan kepegawaian
Daerah Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan proses usulan kenaikan pangkat
terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Sehingga hal ini menjadi
permasalahan dalam pelaksanaan kenaikan pangkat. Permasalahan tersebut seperti
sudah diberikan kenaikan jabatan padahal belum lulus uji kompetensi, jabatan
struktural yang ingin diangkat jabatan administrator harus memiliki pengalaman
jabatan minimal 3 tahun dalam jabatan pengawas, namun ternyata terdapat oknum
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan tersebut belum 3 tahun
dijabatan pengawas, dan sebagainya. Masalah lainnya juga terdapat pada usulan
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi syarat dan berkas
tidak lengkap. Ketidaklengkapan berkas tersebut antara lain, penilaian prestasi
kerja selama dua tahun yang bernilai kurang atau cukup sementara untuk
diusulkan kenaikan pangkat minimal harus bernilai baik, tidak adanya
kelengkapan dokumen ijazah, akreditasi program studi dan forlap dikiti,
kekurangan dokumen jabatan dan lain sebagainya. Beberapa permasalahan
tersebut tentu akan menghambat karir Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan dalam
skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun
2002 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau serta apa faktor
permasalahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis, menggunakan
pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan sumber data bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.

Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa proses kenaikan pangkat di
Badan Kepegawaian Daerah provinsi Riau setiap usulan kenaikan pangkat harus
sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan dan disyaratkan sesuai dengan jabatan
Pegawai Negeri Sipil pada saat usulan kenaikan pangkat. Kemudian terdapat
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beberapa faktor permasalahannya dimana dalam pelaksanaan kenaikan pangkat
ada yang tidak sesuai dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 12 Tahun 2002, ketidaksesuaian aturan tersebut seperti terdapat Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP) tidak lengkap, melampaui pangkat atasan langsung, tidak
mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait jabatannya
dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Kenaikan Pangkat, PNS, BKD, BKN
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Alhamdulillahirobil’alamin sedalam syukur dan setinggi puji penulis
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum hal ini dapat dilihat dalam Pasal
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Konsistensi negara hukum tentunya memiliki  Pegawai Negeri yang
mempunyai peranan sangat penting karena pegawai Negeri merupakan
unsur aparatur Negara untuk menyelanggarakan pemerintahan serta
pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara.*

Didalam keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
pengertian pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan
kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan
pengertian kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas
prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. Pada
dasarnya kenaikan pangkat yang objektif memiliki hubungan yang sangat
erat dengan pendidikan atau pelatihan. Selain itu, promosi dan kenaikan

pangkat berhubungan pula dengan penghasilan yang diperoleh.

1 'Sri Hartini, Setiajeng Kadarsihdan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia,
(Jakarta : PT. Sinar Grafik, 2008), Cet. Ke-2. h. 38



Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada

tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun kecuali kenaikan pangkat

anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Masa kerja kenaikan pangkat

Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan Calon Pegawai Negeri

Sipil (CPNS). Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil terdiri dari

kenaikan Pangket reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat

pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

a.

b.

Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
Menduduki jabatan tertentu yang pangkatnya ditetapkan dengan
keputusan presiden.

Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya

Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara
Diangkat menjadi pejabat Negara

Memperoleh surat Tanda Tamat belajar atau ijazah

Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan
struktural atau jabatan fungsional tertentu

Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar

Dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh diluar instansi
induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah
ditetapkan persamaan eselonya atau jabatan fungsional tertentu.

Tetapi ada ketentuan mengenai promosi yang pada akhirnya

menghambat Kinerja para pejabat, yaitu ketentuan yang terdapat pada

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002



Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 12
Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat yang menyatakan bahwa kenaikan
pangkat reguler akan didapatkan selama tidak melebihi pangkat atasannya.

Setiap usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus
diusulkan sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan.
Persyaratan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah
disebutkan secara jelas didalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 12 tahun 2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat.
Untuk setiap jenis kenaikan pangkat memiliki persyaratan yang berbeda-
beda, walaupun terdapat beberapa persyaratan yang sama seperti Surat
Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir, Surat keputusan Jabatan terakhir,
ljazah dan beberapa persyaratan lainnya. Namun ternyata usulan Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Riau yang diusulkan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau masih terdapat yang tidak
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaksesuaian
tersebut seperti tidak lulus uji kompetensi dan penilaia prestasi kerja yang
bernilai cukup namun beberapa oknum tetap dinaikkan jabatannya.

Pada setiap periode kenaikan pangkat dari setiap usulan-usulan
kenaikan pangkat selalu ada usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri
Sipil yang tidak memenuhi syarat dan berkas tidak lengkap. Termasuk
kenaikan pangkat Pegawai negeri Sipil yang ada di provinsi Riau. Pegawai

Negeri Sipil yang ada di Provinsi usulan kenaikan pangkatnya dilakukan



oleh Badan kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang mengelola
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di wilayah provinsi Riau.
Sebanyak 87. 544 Pegawai Negeri Sipil yang ada di Provinsi Riau dikelola
oleh Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.?

Setiap periode kenaikan pangkat di bulan April atau Oktober
usulan Pegawai Negeri Sipil yang naik pangkat di Provinsi Riau lebih dari
2.500 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil provinsi Riau dan Gol.
IV Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kabupaten atau Kota. Pada
setiap usulan kenaikan pangkat yang diajukan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau selalu ada usulan yang tidak memenuhi syarat
maupun berkas belum lengkap.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sudah melakukan
berbagai upaya agar usulan Kenaikan Pangkat dapat di setujui oleh Badan
Kepegawaian Negara seperti melaksanakan sosialisasi bagi Pegawali
Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Riau dan internalisasi bagi pengelola
kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian Daerah wilayah provinsi
Riau. Namun ternyata masih banyak dijumpai berkas yang tidak
memenuhi syarat dan berkas tidak lengkap tersebut.

Oleh karena permasalah-permasalahan kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Provinsi Riau cukup banyak maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian.

% www.bps.go.id/ Riau, diakses 9 November 2021, pukul 20.25
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Karena luasnya pembahasan ini, maka peneliti mengkaji pada
penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2002 PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk memberikan
batasan terhadap permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi
penyimpangan dalam melakukan pembahasan, maka permasalahan dalam
penelitian ini hanya dilakukan pada tahun 2021 dan berfokus pada
pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2002 Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau?

2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 12 Tahun 2002 Pada Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Riau?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 12 Tahun 2002 Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Riau.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Pada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis

1) Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah
ilmu pengetahuan dalam bidang kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil.

2) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian
selanjutnya yang berhubungan dengan Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil.

b. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi

dan masukan kepada Pegawai Negeri Sipil agar melakukan



kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga meminimalisir adanya
hambatan dalam kenaikan pangkat.
Manfaat Akademis

Dari hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum Kkhususnya
Tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau serta dapat menjadi

rujukan dalam penelitian yang sama bagi generasi kedepannya.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum
a. Pengertian Negara Hukum

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana
tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan Negara hukum
tersebut tentu saja diperlukan adanya pemerintahan sebagai pihak yang
menyelenggarakan Negara. Menurut A.Hamid S. Attamimi dengan
mengutip Burkens, mengatakan bahwa Negara hukum (rechtstaat)
secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai
dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut
dengan segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.®

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni rechtsstaat
dan the rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum
yang berbeda. Istilah Rechtsstaat merupakan buah pemikiran untuk
menentang absolutisme, yang sifatnhya revolusioner dan bertumpu
pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, the
rule of law berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem

hukum common law. Walaupun demikian perbedaan keduanya

® Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 21.



sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran

yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.*
Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting

dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule

of Law”, yaitu:

1. Supremacy of Law.

2. Equality before the law.

3. Due Process of Law.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil
atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara
hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum
yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-
undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum
Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula
pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman
dalam bukunya “Law in a Changing Society” membedakan antara
“rule of law” dalam arti formil yaitu dalam arti “organized public
power”, dan “rule of law” dalam arti materiel yaitu “the rule of just

) 5
law”.

* Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-
prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan
Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina IImu, 1987, him.72.

® Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar,1962,him. 9.
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b. Prinsip-prinsip Negara Hukum

Adapun prinsip-prinsip negara hukum adalah sebagai berikut :

1. Asas Legalitas.

Pembatasan kebebasan warga Negara (oleh pemerintah)
harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang
merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum
harus memberikan jaminan (terhadap warga Negara) dari
tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi dan
berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan
wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya
pada undang-undang tertulis (undang-undang formal).

2. Perlindungan hak-hak asasi.

3. Pemerintah terikat pada hukum.

4. Monopoli paksaan pemberintah untuk menjamin penegakan
hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukukm
tersebut dilanggar. Pemebrintah harus menjamin bahwa
ditengah masyarakat terdapat instrument yuridis penegaka
hukum. Pemberintah dapat memaksa seseorang Yyang
melanggar hukum  melalui  sistem peradilan  negara.
Memaksankan hukum publik secara prinsip merupakan tugas
pemberintah.

5. Pengawasan oleh hakim.
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Dalam ilmu hukum terdapat dua pengertian yang sangat penting
yaitu subyek hukum dan obyek hukum. Negara dalam subyek hukum
merupakan suatu badan hukum®, sebagai suatu badan hukum yang
merupakan persekutuan orang-orang, Negara memiliki tujuan tertentu
yang akan dicapai. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan
orang-orang yang dapat menjalankan kegiatan sehari hari dari Negara yang
tidak terbatas pada pejabat Negara saja. Untuk mencapai tujuan Bersama,
maka setiap manusia perlu bernegara, oleh karena negara itu adalah suatu
organisasi kekuasaan daripada manusia-manusia (masyarakat) dan
merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama
itu.”

B. Teori Kepegawaian
a. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

1) Pengertian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam hukum administrasi negara maka perbuatan
pemerintah merupakan Tindakan seperangkat kelengkapan
pemerintah  yang  melaksanakan  Tindakan  administrasi
pemerintahan. Alat kelengkapan pemerintah tidak hanya

merupakan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif namun

dibutuhkan adanya alat kelengkapan negara yang menjalankan

¢ Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap, Hukum Kepegawaian , (Yogyakarta : UlI
Press, 2018), h. 4.

" CST. Kansil dan Christine ST. Kansil, Ilmu Negara, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001),
h. 141.
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pemerintahan seperti dinas dan badan pemerintahan, yaitu Pegawai
Negeri Sipil.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- undang No. 5 Tahun
2014, Aparatur Sipil Negara adalah suatu profesi untuk Pegawai
Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan suatu perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah.

Adapun Pegawai Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diberikan tugas negara
lainnya dan akan diberi imbalan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Dilihat dari hal tersebut, maka terlihat jelas bahwa
profesi Aparatur Sipil Negara terbagi dalam 2 kategori, yaitu
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK).

Dalam menjalankan tugasnya, Aparatur Sipil Negara
sebagai profesi berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:

a) Nilai dasar;

b) Kode etik dan kode perilaku;

c) Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab;

d) Pada pelayanan publik;

e) Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

f) Kualifikasi akademik
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g) Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;

h) Profesionalitas jabatan.?

2) Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kedudukan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai unsur
aparatur yang melakukan kebijakan yang ditetapkan oleh seorang
pimpinan instansi pemerintahan dan harus pula terbebas dari
pengaruh dan intervensi dari para golongan dan partai politik.
Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan publik yang telah dibuat oleh pejabat
pembina;
b. Pelayanan publik yang memiliki kualitas dan profesional;

c. Sebagai pemersatu bangsa.’

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1) Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian
ini tidak termasuk terhadap mereka yang memiliki jabatan untuk
mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan lainnya.
Logeman menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati
hubungan antara Negara dengan memberikan pengertian pegawai
Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas
dengan Negara. Pegawai Negeri Sipil menurut kamus umum

bahasa indonesia yaitu “pegawai” berarti “orang” yang bekerja

® Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafik,
2017), edisi kedua, h. 32-33.

? Ibid



14

pada pemerintah yaitu perusahaan dan sebagainya, sedangkan
“Negeri” berarti Negara atau Pemerintah, jadi Pegawai Negeri
Sipil adalah orang yang bekerja pada Pemerintah atau Negara.™®
Jabatan serta peran dari Pegawai negeri Sipil disetiap
organisasi Pemerintahan sangat menentukan, karena Pegawai
Negeri Sipil adalah tulang punggung Pemerintahan untuk
menjalankan pembangunan nasional. Pengertian Pegawai Nereri
Sipil terbagi dalam dua definisi, yaitu:
1. Pengertian Stipulatif
Terdapat dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor
5 Tahun 2014, yaitu warga Negara Indonesia yang sudah
memenuhi syarat tertentu, diangkat menjadi Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk mendapatkan jabatan pemerintahan.
2. Pengertian Ekstensif
Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, diluar
dari kelompok stipulatif ada beberapa golongan yang
sesungguhnya bukan Pegawai Negeri Sipil, namun dalam
beberapa hal tertentu dianggap sebagai dan menerima
perlakuan sama dengan seorang Pegawai Negeri artinya hanya

diberlakukan pada beberapa hal tertentu saja.**

0 Dirk Malaga Kusuma, “Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kantor Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur”, h. 3.
11 Op. Cit, h 34
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2) Jenis Pegawai Negeri Sipil.
Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2
ayat (2) Pegawai Negeri Sipil menjadi:
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil
yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga
Pemerintahan  Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga
Negara, Instansi Veritaldi pada Daerah Provinsi kabupaten/
kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau pekerjaan untuk
melaksanakan tugas Negara lainnya.*?
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah
Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri
Sipil Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang gajinya
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta bekerja pada Pemerintahan Daerah atau dipekerjakan
diluar instansi induk pusatnya.
3) Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Dasar dari lahirnya suatu hak yaitu banyaknya kebutuhan

manusia sebagi pemicu bagi individu untuk berusaha memenuhi

12 Indonesia, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2
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kebutuhannya. Contohnya bekerja lalu menghasilkan uang
sehingga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya.*?
Menurut Herzberg bahwa setiap manusia memerlukan dua
kebutuhan dasar, yaitu:
1. Dari kebutuhan maka dapat mempertahankan keberlangsungan
hidup dan kebutuhan juga menghindari dari rasa sakit.
2. Kebutuhan untuk terus tumbuh, berkembang dan selalu
belajar.**
Berdasarkan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014,

Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh:

o}]

. Gaji, tunjangan serta fasilitas;
b. Cuti;
c¢. Jaminan Pensiun dan jaminan dihari tua;

d. Perlindungan; dan

D

. Pengembangan Kompetensi.
4) Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu
yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Menutut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi

menjadi tiga golongan, yaitu:

13 Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian Indonesia, (Jakarta: Djambatan,
1995), h. 95.

% Burhanuddin A. Tayibnapis, Administrasi Kepegawaian: Suatu Tinjauan Analitik
(jakarta: Pratnya Paramitha, 1986),h. 348.
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1. Kewajiban-kewajiban yang memiliki kaitannya dengan
jabatan;

2. Kewajiban yang tidak memiliki kaitan dengan tugas dan
jabatan, namun berkaitan dengan kedudukannya sebagai
Pegawai Negeri pada umumnya;

3. Kewajiban-kewajiban lainnya.™

5) Kedudukan Pegawai Negeri sipil (PNS)

Mengenai kedudukan Pegawai negeri sipil diatur dalam
undang-undang Nomor 43 tahun 1999 pasal 3 ayat (1) yang
berbunyi : “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur
negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam
penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan
pembangunan”.16

Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada bahwa
pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan,
namun pemerintahan juga harus dapat menjalankan fungsi dalam

pembangunan atau pemerintahan tidak hanya harus menjalankan

melulu terkait pemerintahan namun juga harus mampu

15 Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian Indonesia, (Jakarta: Djambatan,
1995), h. 95.
18 pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999
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menjalankan  tertib  pembangunan  untuk  kepentingan
masyarakat.'’
6) Penghargaan Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menunjukan
kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan
prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan. Penghargan dapat berupa pemberian, tanda
kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas
untuk pengembangan kompetensi atau kesempatan menghadiri
secara resmi.

C. Teori Kepangkatan
a. Pengertian Pangkat

Pangkat dapat diartikan sebagai kedudukan yang menjadi tolak
ukur tingkat seorang Pegawai negeri Sipil yang nantinya akan
digunakan sebagai dasar penggajian. Di dalam rangka untuk
meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang di titik beratkan
pada sistem prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah

memenuhi syarat dapat di naikan pangkatnya.

17 C.S.T Kansil, Pokok-pokok Hukum Kepegawaian republik indonesia, Pradnya Pramita,
Jakarta, h. 38



Tabel: 2.1

Susunan Pangkat Serta Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil

19

No Pangkat Golongan Ruang
1. | Juru Muda I A
2. | Juru Muda Tingkat 1 I B
3. | Juru I C
4. | Juru Tingkat 1 I D
5. | Pengatur Muda ] A
6. | Pengatur Muda Tingkat 1 ] B
7. | Pengatur I C
8. | Pengatur Tingkat 1 ] D
9. | Penata Muda Il A
10. | Penata Muda Tingkat 1 Il B
11. | Penata Il C
12. | Penata Tingkat 1 Il D
13. | Pembina v A
14. | Pembina Tingkat 1 v B
15. | Pembina Utama Muda v C
16. | Pembina Utama Madya v D
17. | Pembina Utama v E

Sumber : Data Sekunder, 2014
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b. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat merupakan suatu apresiasi berupa
penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang giat dan memiliki
ketekunan, dengan mengabdi sepenuhnya untuk melaksanakan tugas
yang dipertanggungjawabkan kepadanya dan mengabdi dengan baik
dalam melaksanakan tugas yang diberikan, maka sudah seharusnya
diberikan kenaikan pangkat kepadanya.*®

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri

Sipil pada bidang prestasi kinerja, maka Pegawai Negeri Sipil yang

telah memenuhi syarat bisa dinaikkan pangkatnya. Kenaikan pangkat

adalah suatu penghargaan yang diberikan atas tercapainya prestasi kerja
dan pengabdian Pegawai Negeri sipil tergadap Negara. Selain itu
naiknya suatu pangkat dimaksudkan sebagai bentuk dorongan kepada

Pegawai Negeri sipil untuk dapat lebih meningkatkan prestasi kerja dan

pengabdiannya.

Dengan adanya Kenaikan Pangkat tentu sangat berpengaruh
terhadap motivasi kerja pegawai karena:

1. Dengan kenaikan pangkat pegawai lebih semangat untuk saling
bersaing dalam menunjukkan kualitas kerja individu atau
kelompok.

2. Dengan kenaikan pangkat para pegawai bisa membuktikan

potensinya dalam bekerja atau kemampuan kerja sehingga pegawai

8 Andi Husnadi, “kinerja pengelolaan kenaikan pangkat aparatur sipil negara di
daerah”, Jurnal Demokrasi dan Otonomi daerah, Volume 16, Nomor 1, Januari 2018, h. 14
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yang belum menunjukkan kemampuan kerjanya dapat termotivasi
untuk melakukan pekerjaannya lebih baik lagi.

3. Karena kebutuhan setiap pegawai yang berbeda dan bertambah
setiap harinya sehingga dengan kenaikan pangkat mereka bisa
termotivasi untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya
yang kian hari kian bertambah.

4. Dan memiliki keinginan untuk bertumbuh dan berkembang, artinya
pegawai mempunyai kemampuan dalam pekerjaan itu ada
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.*®

Kewajiban seorang pegawai pada umumnya dapat ditentukan
dengan surat keputusan pimpinan  organisasi  menyangkut
pengangkatannya, baik yang menyangkut jabatan atau kedudukan
maupun sistem upah yang berlaku baginya. Dengan terlaksananya suatu
kewajiban dengan sebaik- baiknya oleh pegawai akanmenjadi bahan
pertimbangan utama untuk memperoleh penghargaan dari pimpinan
organisasi berupa kenaikan pangkat. Para pegawai akan berhenti
melaksanakan kewajibannya apabila mengetahui bakat, pengetahuan,
tenaga pikirannya di kuras habis untuk organisasi tanpa mendapatkan

imbalan dan penghargaan.®

¥ Rolin J. Lena, Salmin Dengo, Joorie Ruru, “Pengaruh Sistem Kenaikan Pangkat
Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Pertanahan Kota Sorong”, Jurnal
Administrasi Publik No.03 Vol.040 2016, h. 2

%% Nurfifiyanti , Muhammad Darwis, “Persepsi Pegawai Tentang Proses Pelaksanaan
Promosi Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Sulawesi Selatan”, Jurnal Office, Vol. 2 No.1, 2016, h. 10
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Berdasarkan Keputusan Kepala Badan kepegawaian Negara
Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri
Sipil, ada dua jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler
dan kenaikan pangkat pilihan. Selain itu terhadap Pegawai Negeri Sipil
dapat diberikan pangkat Anumerta terhadap Pegawai Negeri Sipil yang
tewas saat bekerja, dan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai
Negeri Sipil yang telah meninggal dunia, mencapai BUP, cacat karena
dinas dan tidak bisa bekerja lagi di semua jabatannya.?

Didalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil terdapat 17 (tujuh
belas) jenjang pangkat dan 4 (empat) golongan, dimana setiap golongan
dibagi kedalam 4 (empat) ruang, kecuali golongan IV yang dibagi
kedalam 5 (lima) ruang. Dibawah ini adalah matriks jenjang pangkat
dan golongan ruang penggajian yang berlaku dilingkungan Pegawai
Negeri sipil.

Pasal 70 Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur  Sipil Negara menyebutkan bahwa, syarat-syarat yang
dibutuhkan untuk persyaratan pengangkatan pada jabatan struktural
mempunyai beberapa yang harus dipenuhi yaitu pengembangan
kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar,

kursus dan penataran.®

! Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
?? Indonesia, Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
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Tabel 2.2
Batas Maksimal Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
No | STTB/ ljazah/ Akta/ Diploma Pangkat Pangkat
Pertama Tertinggi
1 Sekolah Dasar 1/a Il/a
2 Sekolah Menengah Umum Pertama | 1/b Il/c
3 Sekolah Menengah Kejuruan 1/b I/d
Pertama (3 Tahun)
4 Sekolah Menengah Kejuruan 1/c I1/d
Tingkat pertama (4 Tahun)
Sekolah Menengah Umum Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan Atas,
5 Non- Guru (3 Tahun), Diploma 1, | ll/a I1/a
Atas Non- Guru (4 Tahun), Sekolah
Guru (3 Tahun), Akta 1
6 Sarjana Muda, Diploma Il Il/a I1/b
Sekolah Guru Pendidikan Luar
Biasa, Diploma Ill, Akademis,
! Bakaloreat, Akta Il, Diploma Il | Il/b I1/b
Politeknik
8 Akta Il1 Il/c Ii/c
9 Sarjana, Dokter, Apoteker I/a i/
10 | Paska Sarjana, Spesialis I, Akta IV | lll/a IV/a
11 | Doktor, Spesialis Il, Akta V I1/b IV/b

Sumber : Data Sekunder, 2014

Pada umumnya seorang pegawai yang ingin melakukan

kenaikan pangkat, harus memenuhi persyaratan pendidikan dan

prestasi kerja yang baik pula, sehingga apabila sudah dilakukan

promosi maka akan adanya suatu peningkatan kerja.
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c. Sistem Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang disebut dengan
sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan Kinerja secara
adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan,
umur, atau kondisi kecacatan.?

Jalur pengembangan karier ditentukan secara terbuka dan
didasarkan sistem merit atas dasar kompetensi individual calon yang
sesuai dengan kompetensi jabatan yang diduduki tersebut. Jika dasar
kompetensi ini tidak dipenuhi, maka cara rekrutmen maupun
promosi berarti melanggar sistem merit. Selain itu, pengangkatannya
didasarkan hasil seleksi dari tim yang dibentuk untuk keperluan itu.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara
merupakan lembaga non struktural yang mandiri atau bebas dari
intervensi politik untuk menciptakan pegawai Aparatur Sipil Negara
yang profesional dan berkinerja memberikan pelayanan secara adil
dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Salah satu
tujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara ialah menjamin

terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur

% Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
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Sipil Negara.Selain itu, juga mewujudkan pegawai Aparatur Sipil
Negara yang netral dan tidak membeda-bedakan masyarakat yang
dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, Komisi
Aparatur Sipil Negara juga berfungsi mengawasi pelaksanaan norma
dasar, kode etik, dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawali
Negeri Sipil atas yang dilihat dari prestasi kerja dan sistem karir
yang bertumpu pada sistem prestasi kerja, maka Pegawai Negeri
Sipil yang sudah memenuhi syarat dapat dinaikkan pangkatnya.
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan terhadap
prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri sipil terhadap
negara.?

Prosedur Kenaikan Pangkat dan Golongan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Prosedur Kenaikan Pangkat adalah
tahapan-tahapan yang dilalui oleh Pegawai Negeri Sipil untuk
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah agar
Pegawai Negeri Sipil dapat naik pangkat.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menyebutkan

bahwa periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan

** Indah Tri Handayani, Jurnal Program Studi llmu Administrasi Negara Fakultas llmu
Sosial dan IImu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya “Kualitas Pelayanan Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas”,
Volume 15 Nomor 1, Desember 2015, h. 1-9
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pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali ditentukan
lain dalam Peraturan Pemerintah ini
d. Jenis-jenis Kenaikan Pangkat
1. Kenaikan Pangkat Reguler
Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang
akan diberikan kepada pegawai negeri Sipil yang sudah memenubhi
syarat- syarat yang ditetapkan tanpa memperhatikan jabatan yang
dipangkunya.
2. Kenaikan Pangkat Pilihan
Kenaikan pangkat pilihan adalah Kenaikan pangkat yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan
struktural atau fungsional tertentuyang sudah memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan.
3. Kenaikan Pangkat Istimewa
Kenaikan pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah menunjukkan
prestasi kerja yang luar biasa atau menemukan penemuan baru
yang bermanfaat bagi negara.
4. Kenaikan Pangkat pengabdian
Kenaikan pangkat pengabdian adalah kenaikan pangkat
yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah

mencapai batas usia pensiun.
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5. Kenaikan Pangkat Anumerta
Kenaikan pangkat anumerta adalah kenaikan pangkat yang
diberikan kepada Pegawai negeri Sipil yang tewas dalam
menjalankan tugas yang sudah diberikan.
6. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional
Yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah suatu
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya disertai dengan
kepandaian yang bersifat mandiri.?

Kriteria jabatan fungsional adalah bekerja secara efisien,
bekerja secara profesioanal, kompetensi, spesifik atau spesialis,
dan memiliki keahlian atau disebut dengan kualitias.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jabatan fungsional
dengan lebih konsentrasi dan terfokus dalam mengerjakan tugas
yang telah dibebankan  kepadanya, sehingga dalam
mengembangkan karir nya dapat lebih terarah dan terstruktur,
dan pada akhirnya atas pengalaman kerja yang didapatkan oleh

pegawai dari hari ke hari menjadikannya lebih berkualitas.?

** Indonesia, Pasal 1 Kepres Nomor 87 Tahun 1999

?® Lufi Andriani “Analisis Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil jabatan Funfsional
Tertentu Dalam Meningkatkan Profesionalisme pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Bungo”
skripsi Universitas Terbuka jakarta, 2016, h. 25-26
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7. Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural
Kenaikan Pangkat Pilihan yang diberikan bagi Pegawai

Negeri Sipil karena menduduki Jabatan Struktural dengan

ketentuan:

a. Telah menjabat minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat dan 1
(satu) tahun dalam jabatan.

b. Penilaian pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik
selama 2 (dua) tahun terakhir.

c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin  tingkat
sedang/berat atau sedang menjalani proses pemeriksaan
karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat
sedang/berat.”’

e. Dasar Hukum Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Dalam kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, memiliki
dasar hukum:

1. Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun

2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

*7 https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id/layanan-kepegawaian/kenaikan-pangkat-karena-
menduduki-jabatan-struktural/ diakses pada 9 Desember 2021 Pukul 07. 35 WIB


https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id/layanan-kepegawaian/kenaikan-pangkat-karena-menduduki-jabatan-struktural/
https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id/layanan-kepegawaian/kenaikan-pangkat-karena-menduduki-jabatan-struktural/
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Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Peraturan Mentri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Pengusulan Penetapan Dan Pembinaan Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tatacara susunan pelaksanaan
penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek atau subjek
penelitian yang jawabannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
termasuk keabsahannya.?

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah
yang dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat keingintahuan
yang sudah mencapai taraf keilmuan, yang disertai dengan suatu
keyakinan bahwa setiap gejala- gejala dapat ditelaah dan dicari
sebabnya.?® Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini
adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang
deskriptif atau verifikasi, kemudian menggunakan konsep, teori,
paradigma sebagai landasan penelitian. Kemudian penelitian hukum

sosiologis ini tahap penelitiannya melalui penelian kepustakaan dan

% Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2003), h. 24.

?® Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2005), h. 157.
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lapangan, peneliti mengajukan hipotesis untuk diuji dan analisis
data dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Akan tetapi
peneliti melakukan analisis data secara kualitatif.*°
b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian
yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara tepat sifat dari
individu, keadaan suatu gejala, suatu kelompok tertentu untuk
menemukan penyebaran gejala dengan gejala lainnya dalam suatu
masyarakat.*
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah,
Provinsi Riau, berlokasi di jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru.
Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut
merupakan susunan organisasi yang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang
kepegawaian.
3. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Subbidang kepegawaian
Kepangkatan, analis kepegawaian pada Subbidang kepangkatan, Kepala
Bidang Mutasi pada Badan kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan

Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan kenaikan pangkat. Sedangkan

*® Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi,
Tesis dan Disertasi, (Medan: PT. Sofmedia, 2015) , Cetakan ke 1, h. 43,
31 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005),h. 15
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objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi Riau berdasarkan Keputusan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

4. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif sangat bergantung kepada manusia
(narasumber) sebagai sumber data dan sumber informasi. Posisi sumber
data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya
sebagai individu yang memiliki informasinya.*

Penelitian  kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat
generalisasi dari hasil penelitiannya, oleh karena itu dalam penelitian
kualitatif tidak dikenal populasi dan sampel. Sampel pada riset kualitatif
disebut informan atau subjek penelitian. Subjek penelitian ini menjadi
informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan
selama proses penelitian.®
Informan dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi:

a. Informan Kunci
Informan kunci adalah narasumber yang mempunyai
pengetahuan secara keseluruhan menyangkut persoalan yang akan
diteliti oleh peneliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui
tentang keadaan suatu masyarakat secara menyeluruh namun juga

harus memahami keadaan informan utama.

¥ H.B. Sutopo, Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian,
(Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), h. 60.

** JR. Raco, Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya,
(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 56-60
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Oleh karena penelitian ini tentang Pelaksanaan Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau dan pengelola
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau adalah
Subbidang Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Riau, maka Informan kunci dalam penelitian ini adalah
Kepala Subbidang Kepangkatan Kepangkatan Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Provinsi Riau, dikarenakan data Pegawai Negeri
Sipil yang naik pangkat terdapat disubbidang ini.

Informan Utama

Informan utama atau Sumber data utama yaitu informan
dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pada asas subyek yang
menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan
informasi lengkap dan akurat. Atau dengan kata lain adalah sumber
yang memiliki informasi lengkap dan akurat serta dapat
memberikan data. Maka informan utama dalam penelitian ini adalah
Analis Kepegawaian pada Subbidang Kepangkatan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau.

Informan Tambahan

Informan tambahan dalam penelitian kualitatif merupakan
narasumber yang bisa memberikan informasi tambahan untuk
melengkapi analisis dan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
Dari informan tambahan ini kita akan mendapatkan informasi yang

tidak diberikan oleh informan kunci dan utama walaupun tidak ada
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keterlibatan langsung.®* Maka informan tambahan dari penelitian ini
adalah Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Riau dan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan periode kenaikan
pangkat April atau Oktober Tahun 2021.

Tabel : 3.1
Informan Penelitian (2021)

No Jenis Informan Narasumber Jumlah

1. | Informan Kunci Kepala Subbidang Kepangkatan 1
Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Provinsi Riau

2. | Informan Utama Analis  Kepegawaian  pada
Subbidang Kepangkatan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD)

Provinsi Riau

3. | Informan Tambahan 1. Kepala Bidang Mutasi
Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau

2. Pegawai Negeri Sipil yang
diusulkan periode kenaikan | 35
pangkat April atau Oktober

Jumlah 39

Sumber Data: Data Olahan

** Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2006), h. 72
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5. Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti, antara
lain:

a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik
dalam bentuk wawancara maupun dari tindakan atau perilaku subjek
penelitian yang kemudian diolah oleh peneliti.® Data primer dari
penelitian ini adalah subjek dari penelitian pelaksanaan kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 12 Tahun 2002.

b) Data sekunder vyaitu data yang dapat memberikan penjelasan
mengenai data hukum primer, seperti yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertai peraturan
perundang- undangan dan tulisan ilmiah lainnya.*

6. Teknik pengumpulan data
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian
ini, maka metode yang akan peneliti gunakan adalah:

a) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis
terhadap masalah- masalah yang diteliti. Kegiatan yang akan
diobservasi dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Kepala Badan

* Lexy J. meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.22
% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010),
Cet. Ke-3, h. 52
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Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002
tentang Kenaikan Pangkat.

b) Wawancara yang berupa tanya jawab lisan antara dua orang atau
lebih yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini, yaitu
dengan mempertanyakan langsung kepada subjek penelitian yang
melakukan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Provinsi
Riau.

c) Studi Kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mendapatkan data atau
informasi melalui kegiatan mengumpulkan data memeriksa atau
menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat
memberikan informasi berupa keterangan yang dibutuhkan oleh
peneliti dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan
buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Provinsi Riau.

7. Pendekatan Penelitian
Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

Dalam pengkajian hukum yang mana menggunakan salah satu metode

pendekatan sosiologi hukum adalah yuridis empiris yaitu hukum dalam

kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum
dalam kenyataan yang dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk pasal-

pasal dalam perundang-undanngan, melaikan sebagaimana hukum itu
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dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan
yuridis empiris yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu
ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan
dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat
yang tampak aspek hukumnya.*’

8. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan
data ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil
sesuai dengan data yang ada, dan dalam penelitian ini penulis
menggunakan teknik analisa kualitatif deskiptif data.*®

Dalam menggunakan analisis deskriptif kualitatif kita perlu
mereduksi data. Data yang sudah direduksi dapat memberikan
gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan
data.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks
yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan di sajikan
kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang
tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hak tersebut bertujuan untuk
dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

*7 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cetakan ke- XI, h. 13.

*¥ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2013), Dikutip dari : Maria Fransiska, Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean
Oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Tembilahan, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, Pekanbaru), h. 62-63.
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Setelah semua data yang berkenaan dengan pelaksanaan
kenaikan pangkat Pegawai Negeri sipil Pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau berdasarkan keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002, maka ditarik kesimpulan
yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan
dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung
yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan

yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Pelaksanaan Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Riau diusulkan sebanyak 2 kali periode dalam setahun.
Setiap usulan kenaikan pangkat disesuaikan dengan jabatan Pegawai
Negeri Sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya. Namun, dalam
pelaksanaan proses usulan kenaikan pangkat terdapat ketidaksesuaian
dengan peraturan yang berlaku. Sehingga hal ini menjadi permasalahan
dalam pelaksanaan kenaikan pangkat. Permasalahan tersebut seperti sudah
diberikan kenaikan jabatan padahal belum lulus uji kompetensi, jabatan
struktural yang ingin diangkat jabatan administrator harus memiliki
pengalaman jabatan minimal 3 tahun dalam jabatan pengawas, namun
ternyata terdapat oknum Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam
jabatan tersebut belum 3 tahun dijabatan pengawas, dan sebagainya.

Fenomena lain juga dapat dilihat pada berkas yang diajukan tidak
lengkap. Ketidaklengkapan persyaratan tersebut antara lain Penilaian
Prestasi Kerja selama 2 (dua) tahun bernilai kurang atau cukup sementara
untuk diusulkan Kenaikan Pangkat minimal harus bernilai baik, tidak
adanya kelengkapan dokumen ijazah, akreditasi Program Studi dan Forlap

Dikti, kekurangan dokumen jabatan, dan lain sebagainya. Sehingga usulan

51
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kenaikan pangkat tersebut menjadi tidak memenuhi syarat. Terhadap
usulan yang tidak memenuhi persyaratan sering kali adanya diskresi oleh
Pejabat yang berwenang untuk memindahkan, mengangkat dan atau
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil agar dapat diberikan Kenaikan
Pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor penghambat Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 12 Tahun 2002 Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
antara lain yang sudah penulis bahas didalam skripsi ini yaitu Sasaran
Kinerja Pegawai tidak lengkap, melampaui pangkat atasan langsung, tidak
mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait

jabatannya dan lain sebagainya.

. Saran

Berdasarkan penelitian penulis, maka adapun saran yang dapat
penulis sampaikan antara lain :

1. Harus meningkatkan kompetensi pegawai Negeri Sipil karena lancar
tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik sangat tergantung pada kompetensi dimiliki dan dikuasai oleh
Pegawai Negeri Sipil.

2. Perlu adanya sosialisasi terkait persyaratan kenaikan pangkat, agar
Pegawai Negeri Sipil dapat mengetahui apa saja syarat kenaikan

pangkat yang diperlukan.
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LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan

1.

10.

Apakah yang menjadi kewenangan Provinsi Riau dalam urusan
kenaikan pangkat?

Apakah semua usulan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Apakah terdapat hambatan dalam proses kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil?

Apakah seorang Pegawai Negeri Sipil dapat setiap tahun diberikan
kenaikan pangkat?

Apakah kenaikan pangkat merupakan hak bagi Pegawai Negeri sipil?
Berapa jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan kenaikan pangkat
pada tahun 2021?

Bagaimana proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Provinsi
Riau? Apakah terdapat kendala dalam proses kenaikan pangkat?
Persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh Pegawai Negeri Sipil
agar dapat mengusulkan kenaikan pangkat?

Apakah penyebab kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tidak dapat
diberikan?

Apakah ususlan kenaikan pangkat dilakukan secara manual atau sudah

mengguakan aplikasi?
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